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ABSTRACT 
     This study aims to determine the effect of Local Genuine Revenue, General 
Allocation Fund, and Economic Growth on Human Development Index using 
Capital Expenditure as Variable Intervention in Province in Indonesia 2014- 
2016.  
Dependent variable in this research is Human Development Index. The 
independent variables are General Allocation Fund , General Allocation Fund, 
and Economic Growth. Meanwhile, intervening variable is Capital Expenditure . 
The population in this study is all provinces in Indonesia. Sampling method 
used is puposive sampling, and obtained as many as 96 provincial data. Data in 
this research is secondary data released by BPS and DJPK. 
The method of analysis used in this study is path anaylsis.The results of this 
study indicate Local Genuine Revenue, General Allocation Fund, and Economic 
Growth  directly on the Human Development Index. While directly Local Genuine 
Revenue, General Allocation Fund, and Economic Growth have no effect on 
Human Development Index  by using Capital Expenditur as intervening variable. 
 
 
Keywords: Local Genuine Revenue, General Allocation Fund, Economic Growth, 
,Human Development Index and Capital Expenditure. 
  
  
 
xii 
 
ABSTRAK 
     Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan Belanja Modal (BM) 
sebagai Variabel Intervening pada Provinsi di Indonesia tahun 2014-2016. 
Variabel dependen pada penelitian ini adalah Indeks Pembangungan Manusia 
(IPM). Variabel independennya adalah Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana 
Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi (PE). Sedangkan, variabel 
interveningnya adalah Belanja Modal (BM). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia. Metode 
sampel yang digunakan adalah puposive sampling, dan didapat sebanyak 96 data 
provinsi. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diterbitkan oleh 
BPS dan DJPK. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. 
Hasil penelitian ini menunjukkan PAD, DAU, dan PE secara langsung 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan secara tidak 
langsung PAD, DAU dan PE tidak berpengaruh terhadap IPM dengan 
menggunakan BM sebagai variabel intervening. 
 
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan 
Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk 
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia maupun 
masyarakat. Menurut BPS (2016), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar 
kualitas hidup. 
Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup 
waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan 
gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Untuk 
mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli 
masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata 
besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili 
capaian pembangunan untuk hidup layak (BPS, 2016). 
Pada tingkat nasional, agenda pembangunan pemerintah tertuang dalam 
Nawacita. Nawacita berisi sembilan agenda prioritas untuk menuju Indonesia 
yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan 
berkepribadian dalam kebudayaan. Isu tentang pembangunan manusia juga 
menjadi butir penting dalam Nawacita. 
Butir kelima Nawacita menegaskan bahwa pemerintah akan 
memprioritaskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal itu dilakukan 
dengan melakukan dua program, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan 
2 
  
 
pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan Indonesia Sejahtera” dengan 
mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program 
Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial 
untuk rakyat di tahun 2019 (BPS, 2016). 
Gambar 1.1 
Capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010-2016 
 
 
Sumber: BPS 2016 
 
Pertumbuhan IPM di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, 
seperti pada tahun 2010 nilai IPM berada pada angka 66,53 di tahun berikutnya 
pada 2011 menjadi 67,09. Pada tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan 
yang stabil di tahun 2012 angka IPM berada pada angka 67,70, di tahun 2013 
68,31, ditahun 2014 68,90, di tahun 2015 68,55 dan di tahun 2016 mencapai 
70,18. Pada tahun 2016 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia berstatus 
tinggi.  
 
 
 
66.53 67.09
67.7
68.31
68.9
69.55
70.18
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPM Indonesia tahun 2010-2016
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Tabel 1.1 
Tren Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi tahun 2010-2016 
 
Sumber: BPS 2016 
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Tabel 1.2 
Kategori IPM 
 
Nilai IPM Kategori IPM 
IPM ≥ 80 Sangat tinggi 
70 ≤ IPM < 80 Tinggi 
60 ≤ IPM < 70 Sedang 
IPM Rendah 
Sumber: BPS 2014 
Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa level IPM di Indonesia pada 
tahun 2010 hingga tahun 2015 berada pada kategori “sedang” sedangkan di tahun 
2016 level IPM di Indonesia mengalami peningkatan yaitu berada kategori 
“tinggi”. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2014 telah 
mencapai 68,90 dan telah berstatus “sedang”. Capaian pembangunan manusia 
tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 78,39. Sementara 
capaian pembangunan manusia terendah berada di Provinsi Papua dengan IPM 
sebesar 56,75. 
Pada tahun 2015, indeks pembangunan manusia tertinggi pada level 
provinsi di Indonesia dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta dengan capaian IPM 
sebesar 78,99. Sedangkan capaian terendah ditempati adalah Provinsi Papua 
dengan IPM sebesar 57,25. 
Pada tahun 2016, indeks pembangunan manusia tertinggi pada level 
provinsimasih dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 79,60. 
Sementara itu, capaian terendah ditempati oleh Provinsi Papua dengan IPM 
sebesar 58,05. 
Sebagian besar provinsi di Indonesia masih berstatus “sedang” dan 
sebagian kecil telah berhasil mencapai status pembangunan manusia 
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“tinggi”.Sedangkan dalam kurun waktu 2010 hingga 2016 terdapat Provinsi yang 
masih dalam berstatus IPM “rendah” yaitu provinsi Papua. Pemerintah 
mengupayakan dalam pembangunan manusia karena tujuan utama dari 
pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi 
rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang 
produktif (BPS, 2016). 
Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan potensi dan daya 
saing antar wilayah yang begitu beragam. Dalam Undang Undang Nomor 23 
Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, yang berarti 
Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan intervensi pemerintah pusat. 
Berlakunya sistem otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan 
kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat (Amalia, 2014). 
Untuk menjalankan pemerintahan, daerah bertopang pada pendapatan 
daerah itu sendiri yang berupa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan 
sebagainya. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan, daerah maka akan 
mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat. 
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 
memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur 
dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila pengalokasian dana tersebut 
tepat dan berjalan sesuai dengan sasaran (Sarkoro, 2016). 
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Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pemberian otonomi yang lebih besar akan 
memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang 
mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi 
lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Secara normatif apabila pertumbuhan 
ekonomi tinggi maka pembangunan manusia akan meningkat (Setyowati, 2012). 
Dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli dearah 
dan dana alokasi umum digunakan untuk belanja pembangunan/belanja modal 
daerah. Hubungan antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan 
indeks pembangunan manusia sangat erat kaitannya. Jika pendapatan asli daerah 
dan dana alokasi umum digunakan secara optimal dalam arti jika digunakan untuk 
belanja modal daerah maka sarana dan prasarana di daerah akan meningkat 
sehingga indeks pembangunan manusia akan ikut meningkat (Wiliantara, 2016). 
Pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduk di suatu daerah untuk 
mengalokasikan pengeluaran guna pendidikan dan kesehatan menjadi lebih 
banyak. Disisi lain, pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan 
pendidikan relatif sedikit. Jika pertumbuhan ekonomi di suatu daerah meningkat 
maka indeks pembangunan manusia di daerah akan meningkat sejalan dengan 
belanja modal atau pengeluaran pemerintah yang relatif sedikit. 
Peningkatan IPM yang disebabkan oleh pendapatan asli daerah, dana 
alokasi umum, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi banyak diteliti oleh 
peneliti sebelumnya, seperti: Raviyanti, Rahayu, dan Mahardika (2017); 
Rakhmawati, Nazar dan Zultilisna (2017); Harahap (2017); Sarkoro dan Zulfikar 
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(2016); Wiliantara dan Budiasih (2016); Putra dan Ulupui (2015); Ardiansyah dan 
Widiyaningsih (2014); Baeti (2013); Mirza (2012); dan Setyowati dan Suparwati 
(2012). 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan research gap dari penelitian 
sebelumnya yaitu penelitian dari Raviyanti, Rahayu, dan Mahardika(2017) dan 
Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan 
dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. 
Rakhmawati, Nazar dan Zultilisna (2017) dan Sarkoro dan Zulfikar 
(2016) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap 
indeks pembangunan manusia, sedangkan penelitian Wiliantara dan Budiasih 
(2016) menyatakan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak 
berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, Harahap (2017) dan Sarkoro 
dan Zulfikar (2016) menyatakan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap 
indeks pembangunan manusia. 
Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012) 
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Baeti (2013), 
Rakhmawati, Nazar dan Zultilisna (2017) dan Mirza (2012) menyatakan 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Peneliti menggunakan belanja modal sebagai variabel intervening karena 
peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana 
alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang terlihat dari capaian indeks pembangunan manusia melalui 
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alokasi belanja modal. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Raviyanti, Rahayu dan Mahardika (2017) dan Setyowati dan Suparwati 
(2012) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia. 
Belanja modal mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam arah 
pembangunan daerah. Pendapatan daerah yang semakin meningkat dalam jumlah 
yang besar, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin lebih tinggi. 
Komponen belanja modal digunakan untuk pengeluaran sektor publik (Kasdy, 
2018). 
Pengeluaran sektor publik berkaitan dengan pembangunan manusia. 
Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka 
harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai 
salah satu komponen dalam pembangunan manusia. Anggaran dalam pendidikan 
akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, 
sehingga mampu meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama 
sekolah. Anggaran dalam bidang infrastuktur diharapkan mampu meningkatkan 
akses masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan pada 
gilirannya akan meningkatkan konsumsi riil per kapita (Amalia, 2014). 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada 
Provinsi di Indonesia tahun 2014-2016”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 
Bedasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalahnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Terdapat provinsi yang capaian Indeks Pembangunan Manusia rendah dari 
tahun ke tahun yaitu provinsi Papua. 
2. Beberpa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga 
terjadi research gap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks 
Pembangunan Manusia. 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam rangka menghindari keluasan masalah maka peneliti membatasi 
permasalahan. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan penulis terbatas pada hal-
hal sebagai berikut: 
1. Sebelum meneliti variabel dependent yaitu Indeks Pembangunan Manusia 
pada Provinsi di Indonesia tahun 2014-2016 penulis menyertakan Belanja 
Modal sebagai variabel intervening. 
2. Variabel yang digunakan untuk memprediksi Indeks Pembangunan Manusia 
adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi 
dan Belanja Modal sebagai variabel intervening. 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi msalah tersebut 
maka penulis ingin merumuskan permasalahan yang ingin diteliti, yaitu sebagai 
berikut: 
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1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2014-2016? 
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2014-
2016? 
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2014-
2016? 
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2014-
2016 dengan menggunakan Belanja Modal sebagai variabel Intervening? 
5. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2014-
2016 dengan menggunakan Belanja Modal sebagai variabel Intervening? 
6. Apakah Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2014-
2016 dengan menggunakan Belanja Modal sebagai variabel intervening? 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini antara 
lain: 
1. Menganalisispengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2014-
2016. 
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2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2014-
2016. 
3. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2014-
2016. 
4. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2014-
2016 dengan Belanja Modal (BM) sebagai variabel intervening. 
5. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2014-
2016 dengan Belanja Modal (BM) sebagai variabel intervening. 
6. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Indeks 
PembangunanManusia (IPM) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2014-
2016 dengan Belanja Modal (BM) sebagai variabel intervening. 
1.6 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang positif baik secara 
teoritis maupun praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Bagi peneliti selanjutnya semoga dapat digunakan bahan kajian, referensi 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM). 
2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi Masyarakat 
Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan 
pemerintah daerah dalam penggunaan APBN serta peningkatan kualitas 
pembangunan manusia 
b. Bagi Pemerintah Provinsi 
Bahan referensi untuk mengambil kebijakan strategis dalam upaya 
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi dengan alokasi 
dana APBN yang ada. 
 
1.7 Jadwal Penelitian 
Terlampir 
1.8 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang: latar belankang, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang: kajian teori-teori yang digunakan 
dalam penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan 
hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang: waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, data dan 
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sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, 
definisi operasional variabel, dan teknik analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang: gsmbaran umum obyek penelitian, 
pengujian dan hasil analisis data, pembahasan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang: kesimpulan, keterbatasan penelitian, 
dan saran-saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI  
2.1 Kajian Teori 
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Menurut Human Development Report 1990 manusia adalah kekayaan 
bangsa yang sesungguhnya (BPS,2016). Tujuan utama dari pembangunan adalah 
menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati 
umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini 
merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan 
oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. 
Pembangunan manusia melihat bersamaan dari berbagai isu dalam 
masyarakat luas, seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, 
kebebasan berpolitik ataupun nilai-nilai kultural, gender, dan sektor sosial dari 
sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga berarti perluasan pilihan 
masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat, serta perluasan 
kapabilitas untuk memenuhi aspirasi dan juga berarti perubahan positif pada 
manusia seutuhnya, fokus pada masyarakat dan kesejahteraannya, serta 
pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari segala macam pembangunan. 
Proses pembangunan manusia setidaknya harus menciptakan lingkungan 
bagi masyarakat, secara individu dan kolektif, untuk mengembangkan potensi 
penuh mereka dan memiliki kesempatan yang masuk akal untuk menjalani hidup 
produktif dan kreatif yang mereka nilai (http://hdr.undp.org/en/humandev). 
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Sesuai dengan pernyataan diatas pemerintah harus melakukan 
pembangunan manusia karena tujuan akhir pembangunan adalah manusia. 
Pembangunan manusia merupakan perwujudan jangka panjang yang meletakkan 
pembangunan disekeliling manusia. 
Bastian (2009: 14) menjelaskan bahwa paradigma pembangunan 
Indonesia mengalami bebagai perkembangan diantaranya: paradigma 
pertumbuhan, pergeseran dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma 
kesejahteraan, dan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Fokus 
perhatian terhadap paradigma pembangunan manusia ini adalah perkembangan 
manusia, kesejahteraan, keadilan, dan berkelanjutan. 
Dominasi pemikiran dalam paradigma ini adalah keseimbangan manusia. 
Sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif, dengan 
tujuan utama yaitu aktualisasi optimal dari manusia. Dalam paradigma 
pembangunan manusia yang mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan 
adalah pelayanan sosial, pembelajaran sosial, pemberdayaan, kemampuan, dan 
kelembagaan. 
Untuk mengetahui bagaimana kemajuan pembangunan manusia maka 
pemerintah memakai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam buku BPS 
(2016) indeks pembangunan manusia adalah indikator komposit yang mengukur 
kualitas hidup manusia. Indeks pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh 
BPS ini mencakup tiga dimensi yaitu: 
1. Umur panjang dan hidup sehat. 
2. Pengetahuan. 
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3. Standar hidup layak. 
2.1.2. Desentralisasi 
Sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan dapat 
dibedakan menjadi dua bentuk yaitu : 
1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam 
negara langsung dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerahnya 
tinggal menjalankannya saja. 
2. Negara kesatuan dengan sistem desentrlisasi, yaitu daerah diberi 
kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom. 
Menurut Undang Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat (8), 
desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.  
Menurut Huda (2014: 38) definisi desentralisasi adalah  
“Strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian 
pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam 
praktek administrasi publik”. 
 
Menurut Rosidin (2010: 86) mendefinisikan desentralisasi sebagai 
“Suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan 
(power), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan 
wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau 
kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan 
urusan-urusan pemerintahan di daerah”. 
 
  
17 
  
 
Kuncoro (2015: 3) desentralisasi adalah 
“Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahah atau daerah tingkat 
atasnya kepada daerah”. 
 
Dengan demikian sistem desentralisasi, yaitu sistem yang dimana daerah 
diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom. Berlawanan dengan 
sentralisasi, dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada 
pusat atau eselon atas (pemerintahan pusat), desentralisasi memperkenalkan level 
kekuasaan pemerintahan yang lebih rendah atau di bawah untuk menentukan 
sejumlah isu yang langsung diperhatikan publik. 
Desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis dan rasional 
pembagian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari pusat kepada 
pinggiran, dari level atas pada level bawah, atau dari pemerintahan pusat kepada 
pemerintahan lokal. Dianutnya sistem desentralisasi dalam negara tidak berarti 
ditingglkannya asas sentralisasi. Sebab, desentralisasi tanpa sentralisasi akan 
menghasilkan disintegrasi. 
Menurut Rosidin (2010: 87) tujuan utama dari desentralisasi adalah: 
1. Tujuan politik, untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah 
untuk terwujudnya stabilitas politik di tingkat daerah untuk terwujudnya 
stabilitas politik nasional. 
2. Tujuan ekonomis, untuk menjamin bahwa pembangunan akan 
dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan sosial. 
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2.1.3. Otonomi Daerah 
Menurut Undang Undang No. 23 tahun 2014 ayat (5 dan 6) tentang 
Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Undang Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Menurut peraturan Undang Undang 
yang berlaku, daerah otonom dibagi menjadi tiga yaitu: provinsi, kabupaten dan 
kota. Di samping sebagai daerah otonom, provinsi ditetapkan sebagai daerah 
administratif dalam rangka desentralisasi. Gubernur memiliki peranan ganda, 
yaitu gubernur sebagai kepala daerah dan gubernur sebagai perangkat/wakil 
pemerintah pusat (Rosidin, 2010: 84). 
Pemerintahan daerah, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) 
mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada 
masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai 
dengan kepentingan masyarakat setempat. 
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Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban 
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi, daerah 
diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan 
pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. 
Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam 
membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang 
disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat daerah), serta 
pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam negara kesatuan otonomi daerah diberikan 
kepada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menerima 
penyerahan dari pemerintah pusat. 
Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur 
pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola 
karier politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem 
manajemen pemerintahan yang efektif. 
Menurut Syaukani, Affan dan Rasyid (2002: 174-175) dalam bidang 
ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan 
kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan pihak lain terbukanya peluang bagi 
pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk 
mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.  
Dalam Otonomi pemerintah daerah akan memungkinkan lahirnya 
berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, 
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memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang 
menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah 
akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu 
ke waktu. Dalam bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik 
mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang 
sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap 
kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. 
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya terhadap daerah diharapkan 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disisi lan, daerah 
diharapkan mempu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 
keaneragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerh (APBD) 
Dalam Undang Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (32) 
menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Perda. Perda sendiri yaitu singkatan dari peraturan daerah, yang berupa 
peraturan daerah Provinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota. Perda sebagai 
dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai 
dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. 
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Siregar (2015: 29) menjelaskan bahwa APBD mempunyai fungsi 
otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 
Keterangannya: 
1. Fungsi Otorisasi, berarti anggaran daerah menjadi dasar untuk 
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 
2. Fungsi perencanaan, berarti anggaran daerah menjadi pedoman bagi 
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 
bersangkutan. 
3. Fungsi pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai 
apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. 
4. Fungsi alokasi, anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan 
lapangan kerja/mengurangi pengganguran dan pemborosan sumber daya, 
serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian. 
5. Fungsi stabilisasi, anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk 
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 
perekonomian daerah.  
APBD merupakan bagian dari sebuah sistem perencanaan pembangunan 
yang lebih besar, yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 
SPPN sendiri yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, 
dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat. 
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Ketentuan SPPN diatur dalam Undang Undang No. 25 tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional yang menunjukkan keterkaitan perencanaan 
pembangunan antara Pemerintah Pusat, Kementrian dan Lembaga (LN), 
Pemerintah Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD). Siregar (2015: 8) 
Dalam buku Siregar (2015: 29) menjelaskan struktur utama APBD adalah: 
1. Pendapatan daerah merupakan penerimaan rekening kas umum daerah 
yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu 
dibayar kembali. Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, 
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
2. Belanja daerah yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah 
yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
Pemerintah Daerah. Meliputi belanja langsung dan tidak langsung. 
3. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang 
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup 
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kategorinya penerimaan 
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 
 
23 
  
 
2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Daerah menurut Undang Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 
ayat (35) adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 
Sumber pendapatan Daerah menurut Undang Undang No. 32 tahun 2014 
pasal 285 ayat (1) terdiri atas: 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: 
a. Pajak daerah; 
b. Restribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 
d. Lain-lain PAD yang sah; 
2. Pendapatan transfer; 
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Siregar (2015: 31) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah 
penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam 
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Desentralisasi 
fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi 
yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran 
daerah dalam rangka pelayanan publik. Dalam memberikan wewenang tersebut 
juga dibatasi undang-undang agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: 
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1. Hasil Pajak Daerah 
Hasil pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Dalam 
lampiran IIIa No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi: 
a. Pajak kendaraan bermotor 
b. Pajak kendaraan di air 
c. Bea balik nama kendaraan bermotor 
d. Bea balik nama kendaraan diatas air 
e. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
f. Pajak air permukaan 
g. Pajak rokok   
2. Hasil retribusi daerah. 
Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. 
Dalam lampiran IIIa No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, jenis hasil retribusi daerah untuk provinsi meliputi: 
a. Retribusi Jasa Umum: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pengujian 
kendaraan bermotor, retribusi tempat penggantian biaya cetak peta, retribusi 
pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan seterusnya. 
b. Retribusi Jasa Usaha: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat 
pelelangan, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi 
pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi 
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penyeberangan di air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan 
produksi usaha daerah, retribusi tempat khusus parkir, dan seterusnya. 
c. Retribusi Perizinan Tertentu: retribusi izin trayek, retribusi izin usaha 
perikanan, dan seterusnya. 
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. 
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan 
daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam 
lampiran IIIa No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk provinsi 
meliputi: 
a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. 
b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN. 
c. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik 
Swasta. 
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 
Pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan 
daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Dalam lampiran IIIa 
No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
jenis hasil lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah untuk provinsi meliputi: 
a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 
b. Jasa Giro 
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c. Pendapatan Bunga 
d. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah 
e. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 
f. Pendapatan Denda Pajak 
g. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 
h. Pendapatan Dari Pengembalian 
i. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 
j. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
k. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 
 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga dapat menggambarkan 
keberhasilan proses desentralisasi yang memperlihatkan bahwa pemerintah daerah 
tersebut dapat menggunakan potensi daerah yang dimiliki.  
2.1.6. Dana Alokasi Umum / DAU 
Dalam Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang peraturan pemerintah 
daerah DAU didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Dana alokasi umum dalam suatu daerah diberikan berdasarkan celah 
fiskal dan alokasi dasar. Celah fikskal diukur dari kebuhtuhan fiskal dikurangi 
dengan kapasitas fiskal daerah, diamana kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan 
pendanaan daerah untuk memberikan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan 
fiskal diukur berdasarkan: 
1. Jumlah penduduk 
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2. Luas wilayah 
3. Indeks kelemahan kontruksi 
4. Produk domestik regional bruto 
5. Indeks pembangunan manusia 
Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kapasitas fiskal 
daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan 
dana bagi hasil. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) di daerah tersebut. 
Dana alokasi umum bersifat block grant  yang berarti pengunaannya 
diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi 
daerah. Pemberian Dana Alokasi Umum sebagai akibat proses desentralisasi 
untuk mengurangi ketimpangan fiskal pemerintah daerah. Pengalokasian DAU 
yang optimal dapat memeratakan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai 
penyediaan pelayanan dasar tertentu pada standar minimum sosial. 
2.1.7. Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Sjafrizal (2014: 156) pertumbuhan ekonomi didefinisikan 
sebagai peningkatan kegiatan produksi secara riil (tidak termasuk kenaikan 
harga), baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam periode tertentu. Dalam 
pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen penentu utama yaitu 
akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang 
ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia; pertumbuhan 
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penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang; 
dan kemajuan teknologi. 
Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi 
pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Pemberian otonomi yang lebih besar akan 
memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang 
mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi 
lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Dapat disimpulkan bahwa 
pertumbuhan yang ekonomi daerah yang tinggi maka pembangunan manusia di 
suatu daerah juga akan meningkat.  
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam proses 
pembangunan daerah disamping aspek pemerataan dan stabilitas. Peningkatan 
kegiatan pembangunan suatu daerah akan sukar diwujudkan tanpa adanya 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 
2.1.8. Belanja Modal  
Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Belanja Modal 
didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset 
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal 
meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, 
peralatan, aset tak berwujud. 
Belanja modal juga diartikan dalam permendagri 13 tahun 2006 sebagai 
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau 
pembangunan aset tetap bewujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun 
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti bentuk tanah, peralatan 
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dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigrasi dan jaringan dan aset tetap 
lainnya. 
Belanja modal merupakan investasi atau proyek yang menjadi instrumen 
utama dan penting bagi pemerintah daerah sebagai lokomotif percepatan dan 
akselerasi pembangunan dan aktifitas ekonomi masyarakat. Belanja modal 
diekspektasikan digunakan untuk kegiatan pemerintah yang bermanfaat baik 
secara ekonomis, sosial dan atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan 
kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakatnya. 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
Hasil penelitaian yang relevan tentang Indeks Pembangunan Manusia, 
sebagai berikut:  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Raviyanti, Rahayu, dan Mahardika (2017 
(2017) dilakukan pada studi kasus time series pada provinsi Papua tahun 
2009-2013 dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Hasil dari 
penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi 
Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati, Nazar dan Zultilisna (2017) 
dilakukan pada studi kasus time series pada provinsi Jawa Barat tahun 2010-
2014 dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil dari 
penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Penadapatan Asli 
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Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) sedangkan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sarkoro dan Zulfikar (2016) dilakukan pada 
studi kasus time series provinsi se-Indonesia tahun 2012-2014 dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah 
Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Dana Alokasi Umum 
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
4. Putra dan Ulupui (2015) melakukan penelitian tentang Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) 
untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan 
Dana Alokasi Khusus mampu meningkatan Indeks pembangunan. Sedangan 
Dana Alokasi umum tidak mampu meningkatan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Williantara dan Budiasih (2016) dilakukan 
pada studi kasus time series provinsi Bali pada tahun 2009-2013 dengan 
menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 
adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan 
Dana Bagi Hasil (DBH) tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia 
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(IPM) sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
6. Penelitian yang dilakukan oleh Baeti (2013) dilakukan pada studi kasus time 
series provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2011 dengan menggunakan 
metode analisis regresi data panel model efek tetap. Hasil penelitian ini 
adalah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah 
berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
7. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Yohana (2012) dilakukan pada 
studi kasus time series pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009 dengan 
menggunakan metode regresi linear. Penelitian ini menggunakan belanja 
modal sebagai variabel intervening. Hasil dari penelitian ini adalah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh postif terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
8. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012) dilakukan pada studi kasus time 
series pada provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009 dengan menggunakan 
metode analisis regresi dengan panel data. Hasil dari penelitian ini adalah 
kemiskinan berpengaruh negatif sigifikan terhadap IPM, sedangkan 
pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif signifikan 
terhadap IPM.  
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2.3 Kerangka Berfikir 
Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
 
 
   
  
 
    
 
2.4 Hipotesis 
2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia 
Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola Pendapatan Asli 
Daerah di daerahnya masing-masing. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka 
dana yang digunakan untuk kegiatan pembangunan juga semakin tinggi. Maka 
kegiatan manusia juga akan semakin meningkat. 
Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati, Nazar dan Zultilisna 
(2017) dan Sarkoro dan Zulfikar (2016), Lugastoro (2013), Putra dan Ulupui 
(2015), dan Setyowati dan Yohana (2012) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dapat dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut: 
Perndapatan Asli 
Daerah 
Dana Alokasi 
Umum 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Belanja 
Modal 
Indeks 
Pembangunan 
Manusia 
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H1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). 
2.4.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia 
Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana yang berasal dari APBN 
yang digunakan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam membiayai 
kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Penggunaan dana ini diharapkan untuk keperluan yang berorientasi pada 
kesejahteraan masyarakat yang merupakan tuntunan dari otonomi daerah. Jika 
kondisi masyarakat menjadi lebih baik maka pembangunan manusia akan berhasil 
pula. 
Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Raviyanti; Rahayudan Mahardika 
(2017),  Setyowati dan Yohana (2012) dan Putra dan Ulupui (2015) menunjukkan 
bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap indeks pembangunan 
manusia. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dapat dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut: 
H2 = Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. 
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2.4.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. 
Salah satu komponen penentu pertumbuhan ekonomi adalah 
pertumbuhan penduduk dalam peningkatan jumlah angkatan kerja dari tahun ke 
tahun. Pendidikan dapat meningkatkan mutu angkatan kerja. Pertumbuhan 
ekonomi memungkinkan penduduk dalam mengalokasikan pengeluaran untuk 
pendidikan menjadi lebih banyak. Pengetahuan yang didapat dari bangku 
pendidikan adalah salah satu indikator dalam menghitung Indeks Pembangunan 
Manusia. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka Indeks Pembangunan 
Manusia menikat. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati, Nazar dan Zultilisna, 
(2017), Baeti (2013) dan Mirza (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dapat dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut: 
H3 = Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). 
2.4.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia dengan menggunakan Belanja Modal sebagai variabel 
intervening. 
Pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai belanja modal di 
suatu daerah. Apabila pendapatan asli daerah tinggi makan kemampuan dalam 
membiayai belanja modal akan semakin besar. Salah satunya untuk membangun 
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infrastruktur di bidang kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
daerah tersebut sehingga kualitas pembangunan manusia akan meningkat. 
Semakin besar pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja modal maka 
dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raviyanti, Rahayu dan Mahardika 
(2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan belanja modal sebagai 
variabel intervening. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H4 = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel 
intervening. 
2.4.5. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia dengan menggunakan Belanja Modal sebagai variabel 
intervening. 
Dana alokasi umum dapat digunakan untuk membiayai belanja modal. 
Belanja modal dapat dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang 
bertujuan untuk memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Semakin besar kemampuan dana alokasi umum dalam membiayai belanja modal 
maka semakin tinggi indeks pembangunan manusia. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raviyanti, Rahayu dan Mahardika 
(2017) menunjukkan bawa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap 
indeks pembangunan manusia dengan menggunakan belanja modal sebagai 
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variabel intervening. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H5 = Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia dengan menggunakan belanja modal sebagai variabel 
intervening. 
2.4.6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. 
Salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi adalah tingginya output 
perkapita, pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita. 
Tingginya pertumbuhan output per kapita menyebabkan tingginya pola konsumsi 
dalam pemenuhan kebutuhan.  
Hal ini menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat konsumtif akan 
meningkat. Salah satu indikator dalam menghitung IPM adalah kemampuan daya 
beli masyarakat. Artinya jika kemampuan daya beli masyarakat tinggi maka IPM 
juaga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga memungkinkan penduduk 
untuk mengalokasikan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan menjadi lebih 
banyak. Sementara itu pengeluaran pemerintah guna pelayanan pendidikan dan 
kesehatan akan relatif sedikit.  
Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati, Nazar dan Zultilisna 
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM dan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Yohana (2012) pertumbuhan 
ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM dengan menggunakan belanja modal 
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sebagai variabel intervening. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H6 = Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia dengan menggunakan belanja modal sebagai variabel 
intervening. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dari penyusunan usulan 
sampai penyusunan laporan penelitian adalah dari Januari 2018 sampai Mei 2018. 
Adapun wilayah penelitian ini yaitu seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015: 
14) penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini dimaksudkan guna mengatahui pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan Belanja Modal 
sebagai variabel intervening. 
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi menurut Sugiyono (2015: 297) adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di 
39 
  
 
Indonesia periode 2014 sampai dengan 2016. Populasi dalam penelitian ini 34 
provinsi yang ada di Indonesia.  
3.3.2. Sampel 
Sampel menurut Sugiyono (2015: 297) adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sebagian atau wakil populasi 
yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah 32 sampel. Jumlah sampelnya 98 
(32 provinsi dikali 3 tahun). 
3.3.3.  Teknik Pengambilan Sampel 
Sampel di atas di ambil peneliti dengan cara purposive sampiling. 
Adapun kriteria pengambilan Sampel yang digunakan oleh peneliti sebagai 
berikut: 
1. Menerbitkan Laporan Keuangan berturut-turut tahun 2014-2016. 
2. Dipublikasikan pada website www.bps.go.id. 
3. Memiliki data IPM yang lengkap dan konsisten 2014-2016. 
4. Memiliki data yang lengkap terkait Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal. 
3.4. Data dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh 
dalam bentuk sudah jadi, hasil dari pengumpulan dan pengolahan pihak lain 
(Muhidin dan Abdurahman, 2007: 17). Data sekunder dalam penelitian ini berupa 
laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal yang diperoleh dari Direktorat Jenderal 
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Perimbangan Keuangan. Data Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan 
Manusia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Sesuai dengan tahun yang 
akan diteliti yaitu tahun 2014 hingga 2016.  
3.5.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalahstudi dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan 
seluruhdata sekunder dan seluruh informasi yang diperlukan. Data-data yang 
diperlukan berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan 
Ekonomi, Belanja modal, dan Indeks Pembangunan Manusia seluruh Provinsi 
yang ada di Indonesia tahun 2014-2016. 
3.6. Variabel Penelitian 
Menurut Sugiyono (2015: 60) variabel penelitian adalah segala sesuatu 
yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 
diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam 
penelitian ini menggunakan variabel utama yaitu variabel dependen dan variabel 
independen. Adapun variabel yang digunakan adalah: 
1. Variabel Dependen 
 Variabel dependen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 
yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 
(Sugiyono, 2015: 61). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). 
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2. Variabel Independen 
 Variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015: 61). Variabel independen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Pendapatan Asli Daerah  
b. Dana Alokasi Umum 
c. Pertumbuhan Ekonomi 
3. Variabel Intervening 
 Variabel intervening adalah bariabel yang secara teoritis mempengaruhi 
hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang 
tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur (Sugiyono, 2015: 63). Variabel 
intervening dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
3.7.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Menurut BPS (2016) Indeks pembangunan manusia adalah indikator 
komposit yang mengukur kualitas hidup manusia. Indeks pembangunan manusia 
yang diperkenalkan oleh BPS ini mencakup tiga dimensi yaitu: 
1. Umur panjang dan hidup sehat. 
2. Pengetahuan. 
3. Standar hidup layak. 
Diformulasikan sebagai berikut: 
 IPM = √𝐼 𝐾𝑒𝑠𝑎ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 + 𝐼 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 + 𝐼 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑥 100 
3
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Keterangan: 
IPM  = Indeks Pembangunan Manusia 
I Kesahatan = Dimensi Kesehatan 
I Pendidikan     = Dimensi Pendidikan 
I Pengeluara = Dimensi Pengeluaran 
Dimensi Kesehatan = 
𝐴𝐻𝐻 − 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛
𝐴𝐻𝐻𝑚𝑎𝑥−𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛
 
Dimensi Pendidikan =  
𝐼 𝐻𝐿𝑆+𝐼 𝑅𝐿𝑆
2
 
Dimensi Penegeluaran = 
𝐼𝑛(𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛)−𝐼𝑛(𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 min)
𝐼𝑛 (𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 max)−𝐼𝑛 (𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 min)
 
Keterangan: 
AHH   = Angka Harapan Hidup 
HLS   = Harapan Lama Sekolah 
RLS   = Rata-rata lama Sekolah 
Pengeluaran  = Pengeluaran per kapita 
3.7.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, 
hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 
dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. 
3.7.3. Dana Alokasi Umum (DAU) 
Dalam Undang Undang No. 32 tahun 2014 Dana Alokasi Umum adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
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pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
3.7.4. Pertumbuhan Ekonomi (PE) 
Sjafrizal (2014: 156) Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai 
peningkatan kegiatan produksi secara riil (tidak termasuk kenaikan harga), baik 
dalam bentuk barang maupun jasa, dalam periode tertentu. 
Pertumbuhan Ekonomi diformulasikan sebagai berikut: 
Pertumbuhan Ekonomi  =   
(𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1)
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡
 x 100% 
Keterangan: 
PDRBt  =  Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t. 
PDRBt-1  =  Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t. 
3.7.5. Belanja Modal (BM) 
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Belanja modal merupakan 
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau 
pembangunan aset tetap bewujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun 
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti bentuk tanah, peralatan 
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigrasi dan jaringan dan aset tetap 
lainnya. 
3.8.  Teknik Analisis Data 
Penulis menggunakan analisis regresi berganda. Analisis berganda ini 
dapat digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai 
hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen serta variabel 
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intervening secara menyeluruh baik secar simultan atau secara parsial. Sebelum 
melakukan uji regresi linier berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji 
asumsi klasik guna mendapatkan hasil terbaik. Dalam penggunaan analisis regresi 
berganda, pengujian hipotesis harus menghindari adanya kemungkinan 
penyimpangan asumsi-asumsi klasik. 
3.8.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif merupakan sebuah analisis data yang digunakan untuk  
dapat menggambarkan obyek penelitian melalui populasi atau sampel yang  
digunakan. Statistik deskriptif yang  digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 
minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi. 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah 
(tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan 
diisi melalui uji asumsi klasik, yaitu: 
1. Uji Normalitas 
 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi variabel 
terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 
Untuk melihat normalitas adalah dengan menggunakan uji statistik non-
parametrik. Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 
tingkat kepercayaan 5% maka model regresi memenuhi asumsi normal (Ghozali, 
2011:58). 
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2. Uji Multikolinearitas  
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada 
tidaknya multikolinearitas dlam regresi, dapat dilihat dari tolerance value dan 
variance inflation factor (VIF).  
Tolerance value mengukur variabilitas independen yang terpilih yang tidak  
dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang 
rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena VIF =1/tolerance). Nilai cut off 
yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 
tolerance< 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011:105). 
3. Uji Heterokedastisitas  
 Uji heterokedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ini terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dari tingkat signifikan 
dapat digunakan Uji Glejser. Jika tingkat signifikan berada di atas 5% berarti tidak 
terjadi gejala heterokedastisitas tetapi jika dibawah 5% berarti terjadi gejala 
heterokedastisitas (Ghozali, 2011: 139). 
4. Uji Autokorelasi 
 Tujuan dari dilakukan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah 
dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu 
pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 
terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada data 
crossectional (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena 
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gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu kelompok yang 
berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi 
(Ghozali, 2011). 
 Metode pengujian yang digunakan adalah Uji Durbin-Watson (Uji DW) 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
Jika DW < 1,5 maka terjadi autokorelasi  
Jika 1,5 < DW < 2,5 maka tidak terjadi autokorelasi  
Jika DW > 2,5 maka terjadi autokorelasi 
 
3.8.3. Analisis Jalur 
Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis 
jalur (Path Analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi 
linear berganda, analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir 
hubungan kausalitas antar vaiabel (model casual) yang telah ditetapkan 
sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2011:249). Persamaan model regresi 
berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut: 
BM= α + β1PAD + β2DAU + β3PE + e 
IPM = α + β1PAD + β2DAU + β3PE + β4BM + e 
Keterangan: 
a = Konstansta 
β = Koefisien regresi 
BM = Belanja Modal 
IPM = Indeks Pembangunan Manusia 
PAD = Pendapatan Asli Daerah 
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DAU = Dana Alokasi Umum 
PE  = Pertumbuhan Ekonomi 
e  = Eror term 
Model yang baik dalam analisis jalur adalah besarnya nilai pengaruh 
tidaklangsungnya suatu variabel. Pengaruh tidak langsung diperoleh dari perkalian 
antara nilai koefisien beta dari variabel independen ke variabel intervening dengan 
nilai beta variabel intervening terhadap variabel dependen. Sedangkan pengaruh 
langsung diperoleh dari nilai koefisien beta dari variabel dependen terhadap 
independen.  
Jika nilai koefisien beta dari pengaruh langsung > koefisien beta 
pengaruh tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa variabel intervening tidak 
memediasi variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya jika nilai 
koefisien beta dari pengaruh tidak langsung > koefisien beta pengaruh langsung, 
maka dapat dikatakan bahwa variabel intervening memediasi variabel independen 
terhadap variabel dependen. 
3.8.4. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
 Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 
secara simultan terhadap variabel dependen. Selain itu, uji F dapat digunakan 
untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan 
ketentuan bahwa jika p value < (α) = 0,05 dan Fhitung>Ftabel berarti model tersebut 
sudah fit dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat 
kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 5% (0,05). Kriteria 
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pengujian dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut: 
a. Jika nilai Fhitung>Ftabel berarti ada pengaruh secara serentak dari semua 
variabel independen terhadap variabel dependen, artinya model regresi yang 
digunakan fit of goodness. 
b. Jika nilai Fhitung<Ftabel berarti tidak ada pengaruh secara serentak dari semua 
variabel independen terhadap variabel dependen, berarti model regresi tidak 
fit. 
2. Koefisien determinan (R²)  
 Koefisien determinasi (R²) berfungsi untuk melihat sejauh mana 
keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila 
angka koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen adalah semakin kuat, yang berarti 
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Sedangkan nilai Koefisiensi 
Determinasi (adjusted R²) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas 
(Ghozali, 2011: 97). 
3.8.5. Uji Hipotesis 
Uji hipotesi dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:101). Dasar 
pengambilan keputusan adalah: 
1. Apabila thitung> ttabel, variabel independen secara individual berpengaruh 
terhadap variabel dependen (hipotesis diterima). 
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2. Apabila thitung< ttabel, variabel independen secara individual tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). 
Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat signifikan masing-masing 
variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan signifikasi level 
0,05 (α = 5%). Apabila nilai signifikasi lebih besar dari α, hipotesis ditolak 
(koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual variabel 
independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependen. Apabila nilai signifikasi lebih kecil dari α, hipotesis diterima (koefisien 
regresi signifikan), berarti secara individual variabel independen mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
3.8.6. Uji Pengaruh Tidak Langsung 
Dalam penelitian ini menggunakan variabel intervening  atau variabel  
mediasi yaitu alokasi belanja modal. Variabel intervening merupakan variabel 
yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel 
dependen. Variabel intervening merupakan variabel yang berada di antara variabel 
independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak secara 
langsung mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2010: 6).   
Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dapat dilakukan 
dengan prosedur yang dikenal dengan uji Sobel. Uji Sobel dilakukan dengan cara 
menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y1 melaui Y2. Pengaruh tidak 
langsung X ke Y1 melalui Y2 dihitung dengan cara mengalikan jalur X ke Y2 (a) 
dengan jalur M ke Y1 (b) atau (ab). Standar deviasi ab adala sebagai berikut: 
Sab =  √𝑏2𝑆𝑎2 + 𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2𝑆𝑏2 
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Untuk menguji signifikansi pengaru tidak langsung dapat dengan 
menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut :  
t = 
𝑎𝑏
𝑆𝑎𝑏
 
Nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel. Jika nilai thitung > nilai ttabel 
maka mengindikasikan adanya pengaruh mediasi variabel intervening pada 
pengujian hubungan variabel independen pada variabel dependen (Ghozali, 2011: 
249).  
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Pada masa awal negara Indonesia merdeka, wilayah Indonesia hanya 
dibagi atas 8 (delapan) provinsi saja. Yaitu, provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Kalimantan dan Sulawesi. Seiring 
dengan berkembangnya situasi sosial ekonomi, geografi dan peristiwa politik 
maka Indonesia banyak mengalami pemekaran wilayah dan hal ini yang 
menyebabkan bertambahnya provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.  
Berikut adalah sampel provinsi yang menjadi objek pada penelitian ini:  
Tabel 4.1 
Daftar Sampel Provinsi 
No Provinsi 
1 Aceh 
2 Sumatera Utara 
3 Sumatera Barat 
4 Riau 
5 Jambi 
6 Sumatera Selatan  
7 Bengkulu 
8 Lampung 
9 Jawa Barat 
10 Jawa Tengah 
11 Daerah Istimewa Yogyakarta 
12 Jawatimur 
13 Kalimantan Barat 
14 Kalimantan Tengah 
15 Kalimantan Selatan 
16 Sulawesi Utara 
17 Sulawesi Tengah 
 Tabel berlanjut……. 
52 
  
 
Lanjutan tabel 4.1 
No Provinsi 
18 Sulawesi Selatan 
19 Sulawesi Tenggara 
20 Bali 
21 Nusa Tenggara Barat 
22 Nusa Tenggara Timur 
23 Maluku 
24 Papua 
25 Maluku Utara 
26 Banten 
27 Bangka Belitung 
28 Gorontalo 
29 Kepulauan Riau 
30 Papua Barat 
31 Sulawesi Barat 
32 Kalimantan Utara 
Sumber: BPS 2016. 
Secara garis besar, Indonesia terbagi menjadi lima gugusan pulau besar, 
yaitu Pulau Sumatera, Gugusan Pulau Jawa Bali Nusa Tenggara, Pulau 
Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Gugusan Kepulauan Maluku dan Papua. Hampir 
diseluruh gugusan pulau besar di Indonesia telah terdapat provinsi yang telah 
mencapai kategori IPM “tinggi”. Namun, belum ada satu pun provinsi di 
Kepulauan Maluku dan Papua yang masuk kedalam kategori IPM “tinggi”. 
Di Pulau Sumatera, kini terdapat lima provinsi yang sudah mencapai 
kategori IPM “tinggi” yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 
dan Kepulauan Riau. Sementara provinsi lainnya di Pulau Sumatera masih berada 
pada kategori IPM “sedang”. Di gugusan Pulau Jawa Bali dan Nusa Tenggara 
juga telah memiliki lima provinsi dengan kategori IPM ”tinggi”, yaitu DKI 
Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali. 
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Sementara provinsi lainnya di Jawa Bali dan Nusa Tenggara masih 
berada pada kategori IPM “sedang”. Pulau Kalimantan memiliki satu provinsi 
dengan kategori IPM tinggi, yaitu Kalimantan Timur. Begitu pula di Pulau 
Sulawesi hanya Provinsi Sulawesi Utara saja yang masuk dalam kategori “tinggi”. 
Penelitian ini dilakukan pada provinsi-provinsi yang ada di Indonesia 
tahun 2014-2016. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dengan menggunakan belanja modal 
sebagai variabel intervening pada tahun 2014-2016. Berdasarkan hal tersebut 
maka data yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah daerah provinsi 
di Indonesia. 
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran atau 
deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 
varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 
distribusi) Ghozali (2011). Analisis statistik deskiptif yang sudah dilakukan 
dijelaskan dalam Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
 N Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi 
PAD 96 23.19 30.47 27.9600 1.19933 
DAU 96 23.75 28.55 27.6767 .49530 
PE 96 15.77 20.06 17.5747 1.08413 
BM 96 26.14 28.68 27.3651 .65534 
IPM 96 56.00 78.00 67.5625 3.66724 
Valid N (listwise) 96     
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2018 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang digambarkan pada tabel 4.2 
dapat diketahui bahwa terdapat 96 data observasi yang digunakan dalam 
penelitian ini. Data tersebut berasal dari perkalian antara jumlah provinsi di 
Indonesia dengan periode tahun yaitu selama 3 tahun dari 2014-2016. 
Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan variabel 
ibdependen dalam penelitian ini. Pada tabel 4.2 diatas tertera nilai minumum 
PAD yaitu 23,19 yang merupakan PAD dari Provinsi Kalimantan Utara pada 
tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar 30,47 yang merupakan nilai PAD dari 
Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. Nilai rata-rata dari PAD sebesar 27,96. 
Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah variabel independen dari 
penelitian ini. Pada tabel 4.2 tertera nilai minimum DAU adalah 23,75 yang 
merupakan DAU dari Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014. Nilai 
maksimum DAU sebesar 28,55 yang merupakan nilai DAU dari Provinsi Papua 
pada tahun 2016. Nilai rata-rata dari DAU sebesar 27,67. 
Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) merupakan variabel independen 
dalam penelitian ini. Pada tabel 4.2 nilai minimum dari PE adalah 15,77 yang 
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merupakan nilai PE dari Provinsi Maluku Utara 2014. Nilai maksimum dari PE 
sebesar 20,06 yang merupakan nilai PE dari Provinsi Jawa Timur. Nilai rata-rata 
dari PE adalah 17,57.  
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif pada tabel 4.2 diatas 
nilai minimum dari IPM adalah 56,00 yang merupakan nilai IPM dari Papua 
tahun 2014. Nilai maksimum dari IPM adalah 78,00 yang merupakan nilai dari 
DIY. Nilai rata-rata dari IPM adalah sebesar 67,56. 
Belanja Modal (BM) merupakan variabel intervening dalam penelitian 
ini. Berdasarkan tabel 4.2 diatas nilai minimum dari BM adaalah 26,14 yang 
merupakan nilai BM dari Kalimantan Utara pada tahun 2014. Nilai maksimum 
BM sebesar 28,68 yang merupakan nilai BM dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 
2016. Nilai rata-rata dari BM adalah sebesar 27,36. 
4.2.2. Analisis Jalur  
1. Analisis Jalur (Model Persamaan Pertama) 
a. Uji Asumsi Klasik 
1) Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali (2011). 
Pengujian normalitas data sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan uji statistik nonparametrik Kolomogorov-Smirnov (K-S). Data 
berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan melihat besarnya nilai two 
tailed significant. Jika variabel penelitian memiliki tingkat signifikansi lebih besar 
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dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tersebut 
berdistribusi normal. 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov 
 
 
 
  
 
 
 
 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2018 
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode K-S pada tabel 4.3 
menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,412 pada model 1 atau 
persamaan regresi pertama. Karena nilai signifikansi pada model 1 lebih besar 
dari nilai signifikansi yang diharapkan yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
data berdistribusi secara normal dan tidak menyalahi asumsi klasik uji normalitas, 
sehingga data dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 
2) Uji Multikolinieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen Ghozali (2011). 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 96 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 2.79071813 
Most Extreme Differences Absolute .090 
Positive .090 
Negative -.066 
Kolmogorov-Smirnov Z .886 
Asymp. Sig. (2-tailed) .412 
a. Test distribution is Normal. 
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Terjadi atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation 
Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai 
Tolerance tidak kurang dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas 
dari multikolonieritas. Hasil pengujian multikolonieritas pada variabel independen 
dapat dilihat dari tabel berikut:  
Tabel 4.4 
Uji Multikolinearitas 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
PAD 0,120 8,347 
DAU 0,603 1,658 
PE 0,145 6,896 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2018 
Pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen 
mempunyai nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤ 10,0 dan nilai Tolerance > 
0,1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada model 1 pada penelitian ini tidak terjadi 
atau bebas dari gejala multikolonieritas antar variabel independen, sehingga 
variabel independen tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 
3) Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
lain Ghozali (2011). Model regresi yang baik adalah yang bersifat tidak terjadi 
heteroskedastisitas atau disebut dengan homokedastisitas. Pengujian 
heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser. Uji Glejser 
dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. 
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Kriteria pengambilan keputusan adalah jika signifikasi dari variabel independen 
lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas 
Ghozali (2011). Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan dalam tabel 
berikut: 
Tabel 4.5 
Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.152 1.755  -.087 .931 
PAD -.022 .073 -.089 -.298 .767 
DAU .018 .079 .031 .231 .818 
PE .035 .073 .129 .474 .637 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2018 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada satupun 
variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 
dependen nilai Absolut. Oleh karena besarnya nilai signifikansi lebih besar dari 
probabilitas yaitu (0,05 = 5%) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 
pertama pada penelitian ini tidak terjadi atau bebas dari masalah 
heteroskedastisitas. 
4) Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
penggangu pada periode t-1 (sebelumnya), apabila terjadi korelasi, maka ada 
problem autokorelasi Ghozali (2011). Hasil pengujian autokorelasi dapat dilhat 
pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 
Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .711a .505 .489 .46859 1.775 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2018 
Berdasarkan tabel di atas uji autokorelasi pada model 1 menunjukkan 
angka DW 1,775 dimana angka tersebut adalah berada diantara rule of tumb 
(aturan ringkas) yaitu 1,5 < dw < 2,5 (1,5 < 1,775 < 2,5), maka dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada atau bebas dari autokorelasi positif atau negatif pada model 
regresi dalam penelitian. 
b. Uji Ketepatan Model 
1) Uji F 
Uji F dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingankan F 
statistik dengan F tabel dan perbandingan nilai signifikan dalam uji F dengan nilai 
signifikansi 5%. Dikatakan bahwa semua variabel independen secara simultan 
berpengaruh terhadap variabel dependen dan cocok/fit jika nilai F hitung > F tabel 
dan nilai signifikansi dalam uji F yakni P < 5% Ghozali (2011). 
Tabel 4.7 
Hasil Uji  F (Goodness of Fit) 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 20.598 3 6.866 31.270 .000a 
Residual 20.201 92 .220   
Total 40.799 95    
Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018 
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Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh nilai F hitung sebesar 31,270 dengan 
nilai signifikan sebesar 0,000< 0,05. Dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, dan 
PE secara simultan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, maka model 
persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit. 
2) Koefisien Determinasi (R2) 
Hasil koefisien determinasi (R2 ) dapat dilihat dalam tabel berikut: 
Tabel 4.8  
Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
1 0,711a 0,505 0,489 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018 
Berdasarkan Tebel 4.8. menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 
0,489. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, dan PE 
dapat menjelaskan variasi dari variabel Alokasi Belanja Modal sebesar 50,5%, 
sedangkan sisanya (100%-48,9% = 51,1%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 
yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian. 
c. Persamaan Regresi Model Pertama 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Linear Model Pertama 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10,681 2,781  3,840 0,000 
PAD -0,156 0,116 -0,285 -1,346 0,181 
DAU 0,441 0,125 0,333 3,528 0,001 
PE 0,503 0,116 0,832 4,321 0,000 
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Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018 
Y1 = 10,681 – 0,156PAD + 0,441DAU + 0,503PE + e 
Berdasarkan dari model regresi yang telah disusun di atas dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut: 
1) Nilai konstanta (α) dalam regresi ini adalah sebesar 10,681. Nilai ini 
menunjukkan bahwa, jika variabel-variabel independen dalam penelitian 
bernilai 0 maka nilai BM sebesar 10,681. 
2) Nilai koefisisen variabel PAD (β1) dalam model regresi ini adalah 
sebesar -0,156. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu 
satuan variabel PAD akan menaikkan BM sebesar 15,6%. 
3) Nilai koefisien variabel DAU (β2) dalam model regresi ini adalah 
sebesar 0,441. Nilai ini menunujukkan bahwa setiap kenaikan satu 
satuan variabel DAU akan menaikkan BM sebesar 44,1%. 
4) Nilai koefisien variabel PE (β3) dalam model regresi ini adalah sebesar 
0,503. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikkan satu satuan 
variabel PE akan menaikkan BM sebesar 50,3%. 
 
2. Analisis Jalur (Persamaan Model Kedua) 
a. Uji Asumsi Klasik 
1) Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali (2011). 
Pengujian normalitas data sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan uji statistik nonparametrik Kolomogorov-Smirnov (K-S). Data 
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berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan melihat besarnya nilai two 
tailed significant. Jika variabel penelitian memiliki tingkat signifikansi lebih besar 
dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tersebut 
berdistribusi normal. 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 96 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 2.73517873 
Most Extreme Differences Absolute .076 
Positive .076 
Negative -.029 
Kolmogorov-Smirnov Z .743 
Asymp. Sig. (2-tailed) .640 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2018 
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode K-S pada tabel 4.10 
menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,640 pada model 2 atau 
persamaan regresi kedua. Karena nilai signifikansi pada model 2 lebih besar dari 
nilai signifikansi yang diharapkan yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data 
berdistribusi secara normal dan tidak menyalahi asumsi klasik uji normalitas, 
sehingga data dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 
2) Uji Multikolinieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen Ghozali (2011). 
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Terjadi atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation 
Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai 
Tolerance tidak kurang dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas 
dari multikolonieritas. Hasil pengujian multikolonieritas pada variabel independen 
dapat dilihat dari tabel berikut: 
Tabel 4.11 
Uji Multikolinearitas 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
PAD 0,117 8,512 
DAU 0,531 1,882 
PE 0,121 8,296 
BM 0,495 2,020 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2018 
Pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen 
mempunyai nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤ 10,0 dan nilai Tolerance > 
0,1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada model 1 pada penelitian ini tidak terjadi 
atau bebas dari gejala multikolonieritas antar variabel independen, sehingga 
variabel independen tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 
3) Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
lain Ghozali (2011). Model regresi yang baik adalah yang bersifat tidak terjadi 
heteroskedastisitas atau disebut dengan homokedastisitas. Pengujian 
heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser. Uji Glejser 
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dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. 
Kriteria pengambilan keputusan adalah jika signifikasi dari variabel independen 
lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas 
Ghozali (2011). Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan dalam tabel 
berikut: 
Tabel 4.12 
Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.403 11.080  .849 .398 
PAD .484 .433 .335 1.118 .266 
DAU -.462 .492 -.132 -.938 .351 
PE -.774 .472 -.484 -1.639 .105 
BM .204 .386 .077 .528 .599 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2018 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada satupun 
variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 
dependen nilai Absolut. Oleh karena besarnya nilai signifikansi lebih besar dari 
probabilitas yaitu (0,05 = 5%) maka dapat disimpulkan bahwa model kedua 
regresi pada penelitian ini tidak terjadi atau bebas dari masalah 
heteroskedastisitas. 
4) Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
penggangu pada periode t-1 (sebelumnya), apabila terjadi korelasi, maka ada 
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problem autokorelasi Ghozali (2011). Hasil pengujian autokorelasi dapat dilhat 
pada tabel 4.12. 
Tabel 4.13 
Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .666a .444 .419 2.79465 1.978 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2018 
Berdasarkan tabel di atas uji autokorelasi pada model 2 menunjukkan 
angka DW 1,978 dimana angka tersebut adalah berada diantara rule of tumb 
(aturan ringkas) yaitu 1,5 < dw < 2,5 (1,5 < 1,775 < 2,5), maka dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada atau bebas dari autokorelasi positif atau negatif pada model 
regresi dalam penelitian. 
b. Uji Ketepatan Model 
1) Uji F 
Uji F dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingankan F 
statistik dengan F tabel dan perbandingan nilai signifikan dalam uji F dengan nilai 
signifikansi 5%. Dikatakan bahwa semua variabel independen secara simultan 
berpengaruh terhadap variabel dependen dan cocok/fit jika nilai F hitung > F tabel 
dan nilai signifikansi dalam uji F yakni P < 5%. 
Tabel 4.14 
Hasil Uji  F (Goodness of Fit) 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 566.911 4 141.728 18.147 .000a 
Residual 710.714 91 7.810   
Total 1277.625 95    
Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018 
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Berdasarkan Tabel 4.14 diperoleh nilai F hitung sebesar 18,147 dengan 
nilai signifikan sebesar 0,000<0,05. Dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, PE, 
dan BM secara simultan berpengaruh terhadap IPM, maka model persamaan 
regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit. 
2) Koefisien Determinasi (R2) 
Hasil koefisien determinasi (R2 ) dapat dilihat dalam tabel berikut: 
Tabel 4.15  
Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
1 0,666a 0,444 0,419 
a. Predictors: (Constant), BM, PE, DAU, PAD 
 
Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018 
 
Berdasarkan Tebel 4.15. menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 
0,419. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, PE, 
dan BM dapat menjelaskan variasi dari variabel IPM sebesar 44,4%, sedangkan 
sisanya (100%-4,19% = 95,1%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak 
dimasukan ke dalam model penelitian. 
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c. Persamaan Model Kedua 
Tabel 4.16  
Hasil Uji Linear Model Kedua 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 151,874 17,867  8,500 .000 
PAD 4,089 0,697 1,337 5,863 0,000 
DAU 4,665 0,794 0,630 5,874 0,000 
PE 2,086 0,762 0,617 2,738 0,007 
BM 1,201 0,622 0,215 2,032 0,046 
Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018 
Y2  = 151,874 + 4,089PAD + 4,665DAU + 2,086PE + 1,201BM + e 
Berdasarkan dari model regresi yang telah disusun di atas dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut: 
1) Nilai konstanta (α) dalam regresi ini adalah sebesar 151,874. Nilai ini 
menunjukkan bahwa, jika variabel-variabel independen dalam penelitian 
bernilai 0 maka nilai BM sebesar  151,874. 
2) Nilai koefisisen variabel PAD (β1) dalam model regresi ini adalah sebesar 
4,089. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel 
PAD akan menaikkan IPM sebesar 4,089%. 
3) Nilai koefisien variabel DAU (β2) dalam model regresi ini adalah sebesar 
4,665. Nilai ini menunujukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel 
DAU akan menaikkan IPM sebesar 4,665%. 
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4) Nilai koefisien variabel PE (β3) dalam model regresi ini adalah sebesar 
2,086. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikkan satu satuan variabel 
PE akan menaikkan IPM sebesar 2,086%. 
5) Nilai Koefisien variabel BM (β4) dalam model regresi ini adalah sebesar 
1,201. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikkan satu satuan variabel 
BM maka akan menaikkan IPM sebesae 1,201%. 
 
4.2.3. Uji Hipotesis 
1. Uji Pengaruh Langsung 
a. Pengaruh PAD terhadap IPM 
Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan bantuan program SPSS 
diperoleh nilai thitung sebesar 5,863 > 1,98099 dengan nilai sig. 0,000< 0,05. 
Dapat disimpulkan bahwa PADberpengaruh terhadap IPM. 
b. Pengaruh DAU terhadap IPM 
Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan bantuan program SPSS 
diperoleh nilai thitung sebesar 5,874> 1,98099 dengan nilai sig. 0,000< 0,05 . 
Dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh terhadap IPM. 
c. Pengaruh PE terhadap IPM 
Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan bantuan program SPSS 
diperoleh nilai thitung sebesar 2,738> 1,98099 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05 . 
Dapat disimpulkan bahwa PE berpengaruh terhadap IPM. 
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2. Uji Pengaruh Tidak Langsung 
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh skema hasil analisis jalur 
dengan besarnya nilai e1= √(1 −  0,489) = 0,715 dan nilai e2= √(1 −  0,419)= 
0,762 sebagai berikut:  
Gambar 4.1. 
Analisis Jalur Variabel PAD, DAU, dan PE terhadap IPM dengan Belanja 
Modal sebagai Variabel Intervening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2018. 
Persamaan 1:  
Y1 = 10,681 – 0,156PAD + 0,441DAU + 0,503PE + 0,715 
Persamaan 2:  
Y2 = 151,874 + 4,089PAD + 4,665DAU + 2,086PE + 1,201BM + 0,762 
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a. Analisis Jalur Pengaruh PAD terhadap IPM dengan BM sebagai Variabel 
Intervening 
Gambar 4.2. 
Pengaruh PAD terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data diolah, 2018  
Pengaruh tidak langsung PAD terhadap IPM dengan belanja modal 
sebagai variabel intervening dihitung dengan mengalikan jalur PAD terhadap 
belanja modal (a) dan belanja modal terhadap IPM (b) atau ab. Besarnya pengaruh 
tidak langsung dalam variabel ini adalah sebagai berikut:  
ab = (-0,156) x 1,201) = -0,187356 
Selain menghitung nilai ab, dalam uji pengaruh tidak langsung 
diperlukan menghitung standard error pengaruh tidak langsung atau Sab. 
Besarnya nilai Sab dalam variabel ini adalah sebagai berikut: 
Sab = √𝑏2𝑆𝑎2 + 𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2𝑆𝑏2 
= √((1,201)2(0,116)2+(-0,156)2(0,622)2+(0,116)2(0,622)2) 
= √0,019409+0,009415+0,005206 
= √0,03403 
= 0,184472 
BM 
IPM 
-0,156 
1,201 
4,089 PAD 
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Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung diperlukan 
perhitungan nilai t dari koefisien ab sebagai berikut:  
t = 
𝑎𝑏
𝑆𝑎𝑏
 
= 
−0,18736
0,184472
 
= -1,01563  
Nilai t dari koefisien ab dibandingkan dengan nilai t tabel. Diketahui 
bahwa t tabel sebesar -1,98099. Berdasarkan hal tersebut t dari koefisien ab 
sebesar -1,01563 >t tabel -1,98099, maka koefisien intervening tidak berpengaruh 
signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak yang berarti bahwa 
PAD dengan dimediasi belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM. 
b. Analisis Jalur Pengaruh DAU terhadap IPM dengan BM sebagai Variabel 
Intervening 
Gambar 4.3. 
Pengaruh DAU terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel 
Intervening 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data diolah, 2018  
Pengaruh tidak langsung DAU terhadap IPM dengan belanja modal 
sebagai variabel intervening dihitung dengan mengalikan jalur DAU terhadap 
BM 
IPM 
0,441 
1,201 
4,665 DAU 
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belanja modal (a) dan belanja modal terhadap IPM (b) atau ab. Besarnya pengaruh 
tidak langsung dalam variabel ini adalah sebagai berikut:  
ab = 0,441 x 1,201 = 0,529641 
Selain menghitung nilai ab, dalam uji pengaruh tidak langsung 
diperlukan menghitung standard error pengaruh tidak langsung atau Sab. 
Besarnya nilai Sab dalam variabel ini adalah sebagai berikut: 
Sab =  √𝑏2𝑆𝑎2 + 𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2𝑆𝑏2 
        = √((1,201)2(0,125)2+(0,441)2(0,622)2+(0,125)2(0,622)2) 
        = √0,022538+0,075242+0,006045 
        = √0,103824 
        = 0,429502  
Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung diperlukan 
perhitungan nilai t dari koefisien ab sebagai berikut:  
t = 
𝑎𝑏
𝑆𝑎𝑏
 
= 
0,529641
0,429502
 
= 1,2233151 
Nilai t dari koefisien ab dibandingkan dengan nilai t tabel. Diketahui 
bahwa t tabel sebesar 1,98099. Berdasarkan hal tersebut t dari koefisien ab sebesar 
1,2233151 < t tabel 1,98099, maka koefisien intervening tidak signifikan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak yang berarti bahwa DAU dengan 
belanja modal sebagai variabel intervening berpengaruh tidak signifikan terhadap 
IPM. 
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c. Analisis Jalur Pengaruh PE terhadap IPM dengan BM sebagai Variabel 
Intervening 
Gambar 4.3. 
Pengaruh PE terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel 
Intervening 
 
d.  
e.  
 
 
 
Sumber: Data diolah, 2018 
Pengaruh tidak langsung PE terhadap IPM dengan belanja modal sebagai 
variabel intervening dihitung dengan mengalikan jalur DAU terhadap belanja 
modal (a) dan alokasi belanja modal terhadap IPM (b) atau ab. Besarnya pengaruh 
tidak langsung dalam variabel ini adalah sebagai berikut:  
ab = 0,503 x 1,201 = 0,604103 
Selain menghitung nilai ab, dalam uji pengaruh tidak langsung 
diperlukan menghitung standard error pengaruh tidak langsung atau Sab. 
Besarnya nilai Sab dalam variabel ini adalah sebagai berikut: 
Sab = √𝑏2𝑆𝑎2 + 𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2𝑆𝑏2 
            = √((1,201)2(0,116)2+(0,503)2(0,622)2+(0,125)2(0,622)2) 
            = √0,019409+0,097885+0,005206 
            = √0,1225 
            = 0,35  
BM 
IPM 
0,503 
1,201 
2,086 PE 
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Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung diperlukan 
perhitungan nilai t dari koefisien ab sebagai berikut:  
t = 
𝑎𝑏
𝑆𝑎𝑏
 
= 
0,604103
0,35
 
= 1,726009 
Nilai t dari koefisien ab dibandingkan dengan nilai t tabel. Diketahui 
bahwa t tabel sebesar 1,98099. Berdasarkan hal tersebut t dari koefisien ab sebesar 
1,726009 < t tabel 1,98099, maka koefisien intervening tidak signifikan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak yang berarti bahwa PE dengan belanja modal 
sebagai variabel intervening berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM. 
4.2. Pembahasan Hasil Analisis Data 
1. Pengaruh PAD terhadap IPM 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Pendapatan 
Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati, Nazar dan 
Zultilisna (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berbeda dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Setyowati dan Yohana (2012) yang menyatakan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. 
Salah satunya adalah Provinsi Bali, Bali merupakan daerah yang kaya 
akan budaya dan adat istiadat sehingga sektor pariwisata dapat berkembang secara 
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pesat. Dengan daya tarik pariwisata tersebut Provinsi Bali mendapatkan PAD 
cenderung besar serta konstribusinya terus mengalami kenaikan dan akan 
mempengaruhi penerimaan daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan 
untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat sehingga pembangunan 
manusia di Provinsi Bali dapat berkembang. 
Pendapatan Asli Daerah merupakan kewenangan pengelolaan pemerintah 
daerah untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri tanpa ada intervensi dari 
pihak pemerintah pusat ataupun dari pihak swasta. Dalam hal ini pemerintah 
daerah sudah mengetahui bagaimana kompetensi daerah dan kemampuan 
masyarakat pada daerah mereka sendiri sehingga kebijakan yang diambil 
menguntungkan masyarakat dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. 
2. Pengaruh DAU terhadap IPM 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi 
Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015) yang 
menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarkoro 
dan Zulfikar (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Berdasarkan konsep fiscal gap, distribusi DAU kepada daerah-daerah 
yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-
daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh 
DAU yang relatif besar.  
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Salah satunya adalah Provinsi Papua, penerimaan DAU di Provinsi 
Papua relatif besar. Provinsi Papua adalah salah provinsi yang mengalami 
keterlambatan pembangunan hingga saat ini pembangunan di Papua masih 
berlanjut. Pemberian DAU ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan 
kesejahteraan manusia di Provinsi Papua. 
Alokasi dasar dalam Dana Alokasi Umum adalah belanja pegawai yang 
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Jika kesejathteraan 
pegawai meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia juga semakin meningkat. 
3. Pengaruh PE terhadap IPM 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan 
Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baeti (2013) yang menyatakan 
bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembagunan 
Manusia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Yohana 
(2012) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak bepengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Pulau Jawa merupakan Pulau yang mengalami laju pertumbuhan 
ekonomi tertinggi dibandingkan dengan pulau lainnya. Dikarenakan pusat 
perekonomian masih berada di Pulau Jawa. Dengan laju pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi maka masyarakat di Pulau Jawa akan mengalokasikan pengeluaran 
guna kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 
Pertumbuhan ekonomi memungkinkan masyarakat untuk 
mengalokasikan pengeluaran guna pendidikan dan kesehatan lebih terjamin. Jika 
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pendidikan dan kesehatan terjamin maka Indeks Pembangunan Manusia akan ikut 
meningkat. 
4. Pengaruh PAD terhadap IPM dengan BM sebagai Variabel Intervening 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah tidak berpengaruh  terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan 
Belanja Modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Wiliantara dan Budiasih (2016) yang menyatakan 
bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Raviyanti, Rahayu dan Mahardika (2017) yang 
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. 
Provinsi Bali merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai destinasi 
wisata paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dengan demikian, PAD di 
Provinsi Bali mengalami peningkatan, seharusnya peningkatan PAD diimbangi 
dengan peningkatan capaian IPM karena daerah mengalokasikan belanja 
daerahnya untuk menaikkan sektor-sektor yang mendukung peningkatan capaian 
IPM. 
Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai 
belanja langsung daripada membiayai belanja modal yang akan berdampak 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pemerintah daerah seharusnya dapat 
mengoptimalkan pembiayaan belanja modal  guna menunjang sarana dan 
prasarana publik seperti sarana penunjang pendidikan, kesehatan dan fasilitas 
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umum lainnya yang dapat berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat. 
Pemerintah daerah seharusnya lebih bijak dalam pengalokasian belanja modal 
agar kepentingan publik terpenuhi. 
Serta pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali potensi-potensi 
Pendapatan Asli Daerah yang terdapat didaerahnya masing-masing guna 
memperkecil ketergantungan dengan pemerintah pusat dan untuk meningkatkan 
capaian Indeks pembangunan Manusia dimasa mendatang. 
5. Pengaruh DAU terhadap IPM dengan BM sebagai Variabel Intervening 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi 
Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja 
Modal sebagai variabel intervening.  Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Williantara dan Budiasih (2016) yang menunjukkan bahwa Dana 
Alokasi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan 
Belanja Modal sebagai variabel intervening. Berbeda dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Raviyanti, Rahayu dan Mahardika (2017) yang menunjukkan 
bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. 
Alokasi dasar dalam menentukan Dana Alokasi Umum adalah belanja 
pegawai bukan untuk belanja modal, dimana alokasi dasar merupakan alokasi 
anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai. Tolak ukur dari keberhasilan 
penggunaan Dana Alokasi Umum sangat bergantung pada sejauh mana 
pemerintah daerah dapat mengelola dengan bijak sehingga sesuai dengan skala 
prioritas kebutuhan tiap-tiap daerah. 
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Dana Alokasi Umum yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat untuk 
Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun Provinsi selalu 
mengalami peningkatan. Namun sayangnya, kenaikan besaran DAU ini tidak 
diiringi dengan peningkatan jumlah alokasi Belanja Modal oleh Pemerintah 
Daerah. Karean DAU lebih sering digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai 
dibandingkan untuk membiayai Belanja Modal. 
6. Pengaruh PE terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel 
Intervening 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan 
Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan 
Belanja Modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Setyowati dan Yohana (2012) yang menyatakan bahwa 
Pertumbuhan Ekonomi dengan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012) yang menyatakan bahwa 
Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kegiatan produksi secara riil 
baik dalam bentuk barang maupun jasa. Dalam Indeks Pembangunan Manusia 
digunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil, bukan dari belanja modal. Tolak 
ukur keberhasilan suatu daerah dalam pertumbuhan ekonominya dapat dilihat dari 
proses pembangunan daerah disamping aspek pemerataan dan stabilitas. 
Peningkatan kegiatan pembangunan suatu daerah akan sukar diwujudkan tanpa 
adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis dapat ditarik beberapa 
kesimpulan yakni: 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara langsung terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia pada tahun 2014-
2016. 
2.  Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara langsung terhadao 
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia pada tahun 2014-
2016. 
3. Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruhsecara langsung terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia pada tahun 2014-
2016.  
4. Dengan menggunakan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening  
secara tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia pada tahun 
2014-2016. 
5. Dengan menggunakan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening  
secara tidak langsung Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia pada tahun 
2014-2016. 
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6. Dengan menggunakan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening  
secara tidak langsung Pertumbuhan Ekonomi (PE)tidak berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia pada tahun 
2014-2016.  
5.2.Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: 
1. Penelitian ini hanya dilakukan pada tingkat Provinsi di Indonesia pada 
tahun 2014-2016. 
2. Penelitian ini hanya menganilisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi (PE). 
3. Penelitian ini hanya menggunakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Dana Alokasi Umum (DAU), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan 
Belanja Modal (BM) pada tahun 2014-2016. 
5.3.Saran 
Saran penulis dalam penelitian ini adalah: 
1. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk meneliti pada tingkat 
pemerintahan kabupaten dan kota. 
2. Disarakan kepada penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel 
keuangan lainnya seperti belanja barang dan jasa atau lain-lain 
pendapatan daerah yang sah. 
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3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada pemerintah daerah pada 2 
atau 3 tahun mendatang untuk melihat upaya pemerintah daerah dalam 
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. 
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1. JADWAL PENELITIAN 
No Bulan 
 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
     x x x x x x x x x x x                 
2 Konsultasi    x x      x  x       x        x     
3 Ujian Seminar 
Proposal 
                   x             
4 Revisi Proposal            x x x       x x           
5 Pengumpulan 
Data 
           x x x x x x x               
6 Analisis Data                     x x x  x x x      
7 Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                    x x x  x x x x     
8 Pendafta-ran 
Munaqa-sah 
                           x     
9 Munaqa-sah                               x  
10 Revisi Skripsi                                x 
  
2. Data PAD, DAU, PE, IPM pada tahun 2014-2016 
Tahun Provinsi PAD DAU PE BM IPM 
2014 ACEH 28.18 27.81 17.55 28.51 68.81 
  SUMATERA UTARA 29.12 27.93 18.85 27.77 68.87 
  SUMATERA BARAT 28.18 27.75 17.71 27.39 69.36 
  RIAU 28.81 27.43 18.92 27.16 70.33 
  JAMBI 27.88 27.58 17.60 27.43 68.24 
  SUMATERA SELATAN  28.52 27.62 18.31 27.32 66.75 
  BENGKULU 27.23 27.59 16.40 26.44 68.06 
  LAMPUNG 28.45 27.76 18.06 27.55 66.42 
  JAWA BARAT 30.34 28.15 19.86 27.94 68,80  
  JAWA TENGAH 29.93 28.22 19.46 28.08 68.78 
  
DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA 28.01 27.53 17.19 26.82 76.81 
  JAWATIMUR 30.30 28.26 19.96 27.82 68.14 
  KALIMANTAN BARAT 28.11 27.89 17.49 26.92 64.89 
  KALIMANTAN TENGAH 27.86 27.77 17.12 27.43 67.77 
  KALIMANTAN SELATAN 28.70 27.28 17.49 27.87 67.63 
  SULAWESI UTARA 27.57 27.58 17.01 26.95 69.96 
  SULAWESI TENGAH 27.44 27.72 17.09 26.35 66.43 
  SULAWESI SELATAN 28.74 27.82 18.27 27.24 68.49 
  SULAWESI TENGGARA 27.12 27.68 17.04 27.04 68.07 
  BALI 28.70 27.45 17.62 26.64 72.48 
  NUSA TENGGARA BARAT 27.74 27.61 17.11 26.77 64.31 
  NUSA TENGGARA TIMUR 27.36 27.75 16.81 26.73 62.26 
  MALUKU 26.78 27.65 15.98 26.63 66.74 
  PAPUA 27.57 28.32 17.61 28.16 56.75 
  MALUKU UTARA 26.04 27.53 15.77 26.78 65.18 
  BANTEN 29.22 27.31 18.67 27.26 69.89 
  BANGKA BELITUNG 27.06 27.42 16.60 26.45 68.27 
  GORONTALO 26.36 27.32 15.85 26.17 65.17 
  KEPULAUAN RIAU 27.70 27.27 17.80 27.30 73.40 
  PAPUA BARAT 26.45 27.75 16.73 27.81 61.28 
  SULAWESI BARAT 26.13 27.38 16.00 26.31 62.24 
  KALIMANTAN UTARA 23.19 23.75 16.68 26.14 68.64 
 2015 ACEH 28.31 27.84 17.54 28.34 69.45 
  SUMATERA UTARA 29.22 27.76 18.90 27.56 69.51 
 
SUMATERA BARAT 28.26 27.83 17.76 27.39 69.98 
  RIAU 28.88 27.21 18.92 28.33 70.84 
  JAMBI 27.85 27.64 17.64 27.40 68.89 
  SUMATERA SELATAN  28.56 27.56 18.35 27.67 67.46 
  
  BENGKULU 27.28 27.68 16.45 26.90 68.59 
  LAMPUNG 28.44 27.72 18.11 27.49 66.95 
  JAWA BARAT 30.41 27.90 19.91 28.46 69.50 
  JAWA TENGAH 30.02 28.12 19.51 28.55 69.49 
  
DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA 28.10 27.55 17.24 27.17 77.59 
  JAWATIMUR 30.37 28.09 20.01 28.45 68.95 
  KALIMANTAN BARAT 28.16 27.97 17.54 26.63 65.59 
  KALIMANTAN TENGAH 27.79 27.88 17.18 27.59 68.53 
  KALIMANTAN SELATAN 28.62 27.07 17.52 27.83 68.38 
  SULAWESI UTARA 27.64 27.66 17.07 27.35 70.39 
  SULAWESI TENGAH 27.53 27.83 17.23 26.82 66.76 
  SULAWESI SELATAN 28.82 27.80 18.34 27.47 69.15 
  SULAWESI TENGGARA 27.23 27.79 17.11 27.25 68.75 
  BALI 28.74 27.45 17.68 27.06 73.27 
  NUSA TENGGARA BARAT 27.95 27.72 17.31 27.45 65.19 
  NUSA TENGGARA TIMUR 27.51 27.89 16.86 27.13 62.67 
  MALUKU 26.69 27.79 16.03 27.02 67.05 
  PAPUA 27.54 28.45 17.69 28.68 57.25 
  MALUKU UTARA 26.19 27.69 15.83 26.77 65.91 
  BANTEN 29.23 27.19 18.72 27.99 70.27 
  BANGKA BELITUNG 27.07 27.52 16.64 26.18 69.05 
  GORONTALO 26.39 27.46 15.91 26.56 65.86 
  KEPULAUAN RIAU 27.64 27.27 17.86 26.56 73.75 
  PAPUA BARAT 26.50 27.88 16.77 28.15 61.73 
  SULAWESI BARAT 26.33 27.52 16.07 26.82 62.96 
  KALIMANTAN UTARA 26.64 27.20 16.71 27.23 68.76 
 2016 ACEH 28.35 27.87 17.57 28.46 70.00 
  SUMATERA UTARA 29.23 28.10 18.95 27.65 70.00 
  SUMATERA BARAT 28.31 27.86 17.81 27.62 70.73 
  RIAU 28.77 27.33 18.94 28.34 71.20 
 
JAMBI 27.84 28.01 17.69 27.58 69.62 
  SUMATERA SELATAN  28.57 27.70 18.40 27.13 68.24 
  BENGKULU 27.32 27.70 16.51 26.68 69.33 
  LAMPUNG 28.49 27.91 18.16 27.64 67.65 
  JAWA BARAT 30.47 27.85 19.97 28.68 70.05 
  JAWA TENGAH 30.08 28.25 19.56 28.67 69.98 
  
DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA 28.15 27.57 17.29 27.45 78.38 
  JAWATIMUR 30.39 28.15 20.06 28.40 69.74 
  KALIMANTAN BARAT 28.14 28.03 17.59 26.89 65.88 
  KALIMANTAN TENGAH 27.78 27.89 17.25 27.39 69.13 
  
  KALIMANTAN SELATAN 28.55 27.38 17.57 27.93 69.05 
  SULAWESI UTARA 27.61 27.69 17.13 27.34 71.05 
  SULAWESI TENGAH 27.57 27.87 17.33 26.95 67.47 
  SULAWESI SELATAN 28.87 27.96 18.41 27.48 69.76 
  SULAWESI TENGGARA 27.35 27.81 17.17 27.35 69.31 
  BALI 28.74 27.47 17.74 27.32 73.65 
  NUSA TENGGARA BARAT 27.94 27.74 17.36 27.27 65.81 
  NUSA TENGGARA TIMUR 27.63 27.92 16.91 27.12 63.13 
  MALUKU 26.87 27.86 16.08 27.35 67.60 
  PAPUA 27.65 28.55 17.77 28.54 58.05 
  MALUKU UTARA 26.36 27.76 15.89 27.11 66.63 
  BANTEN 29.33 27.27 18.78 27.92 70.96 
  BANGKA BELITUNG 27.08 27.53 16.68 26.16 69.55 
  GORONTALO 26.46 27.51 15.97 26.42 66.29 
  KEPULAUAN RIAU 27.71 27.49 17.91 26.44 73.99 
  PAPUA BARAT 26.55 27.91 16.82 28.00 62.21 
  SULAWESI BARAT 26.35 27.55 16.13 26.94 63.60 
  KALIMANTAN UTARA 26.95 27.66 16.75 27.40 69.20 
Data di LN 
2. Output SPSS 
a. Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PAD 96 23.19 30.47 27.9600 1.19933 
DAU 96 23.75 28.55 27.6767 .49530 
PE 96 15.77 20.06 17.5747 1.08413 
BM 96 26.14 28.68 27.3651 .65534 
IPM 96 56.00 78.00 67.5625 3.66724 
Valid N (listwise) 96     
 
b. Normalitas 
1. Model Pertama 
 
 
  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 96 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 2.79071813 
Most Extreme Differences Absolute .090 
Positive .090 
Negative -.066 
Kolmogorov-Smirnov Z .886 
Asymp. Sig. (2-tailed) .412 
a. Test distribution is Normal. 
 
2. Model Kedua 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 96 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 2.73517873 
Most Extreme Differences Absolute .076 
Positive .076 
Negative -.029 
Kolmogorov-Smirnov Z .743 
Asymp. Sig. (2-tailed) .640 
a. Test distribution is Normal. 
 
c. Multikolinieritas 
1. Model Pertama 
 
  
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 10.681 2.781  3.840 .000   
PAD -.156 .116 -.285 -1.346 .181 .120 8.347 
DAU .441 .125 .333 3.528 .001 .603 1.658 
PE .503 .116 .832 4.321 .000 .145 6.896 
a. Dependent Variable: BM       
 
 
2. Model Kedua 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 151.874 17.867  8.500 .000   
PAD 4.089 .697 1.337 5.863 .000 .117 8.512 
DAU -4.665 .794 -.630 -5.874 .000 .531 1.882 
PE -2.086 .762 -.617 -2.738 .007 .121 8.296 
BM -1.201 .622 -.215 -1.932 .056 .495 2.020 
a. Dependent Variable: IPM       
 
 
d. Heterokedastisitas 
1. Model Pertama 
 
 
 
  
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.152 1.755  -.087 .931 
PAD -.022 .073 -.089 -.298 .767 
DAU .018 .079 .031 .231 .818 
PE .035 .073 .129 .474 .637 
a. Dependent Variable: abs_res1    
 
2. Model kedua 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.403 11.080  .849 .398 
PAD .484 .433 .335 1.118 .266 
DAU -.462 .492 -.132 -.938 .351 
PE -.774 .472 -.484 -1.639 .105 
BM .204 .386 .077 .528 .599 
a. Dependent Variable: abs_res2    
 
e. Autokorelasi 
1. Model Pertama 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .711a .505 .489 .46859 1.775 
a. Predictors: (Constant), PE, DAU, PAD 
b. Dependent Variable: BM 
 
  
2. Model Kedua 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .666a .444 .419 2.79465 1.978 
a. Predictors: (Constant), BM, DAU, PE, PAD  
b. Dependent Variable: IPM   
 
 
f. Regresi 
1. Model Pertama 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 PE, DAU, PADa . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: BM  
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .711a .505 .489 .46859 
a. Predictors: (Constant), PE, DAU, PAD  
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 20.598 3 6.866 31.270 .000a 
Residual 20.201 92 .220   
Total 40.799 95    
a. Predictors: (Constant), PE, DAU, PAD    
b. Dependent Variable: BM     
 
  
  
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.681 2.781  3.840 .000 
PAD -.156 .116 -.285 -1.346 .181 
DAU .441 .125 .333 3.528 .001 
PE .503 .116 .832 4.321 .000 
a. Dependent Variable: BM     
 
2. Model Kedua 
Variables Entered/Removedb 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 BM, DAU, PE, 
PADa 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: IPM  
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .666a .444 .419 2.79465 
a. Predictors: (Constant), BM, DAU, PE, PAD 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 566.911 4 141.728 18.147 .000a 
Residual 710.714 91 7.810   
Total 1277.625 95    
a. Predictors: (Constant), BM, DAU, PE, PAD    
b. Dependent Variable: IPM     
 
  
  
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 151.874 17.867  8.500 .000 
PAD 4.089 .697 1.337 5.863 .000 
DAU -4.665 .794 -.630 -5.874 .000 
PE -2.086 .762 -.617 -2.738 .007 
BM -1.201 .622 -.215 -1.932 .056 
a. Dependent Variable: IPM     
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